PEMERINTAH KABUPATEN BATANG HARI

rimbang

PERATURAN  DAERAN  KABUPATEN BATANG IARIT

ORGANTSAST DAN TATA KERJA PERANGKAT DALRAII

(©]

NOMOR : 16 TAHUN 2000

TENTANG

KABUPATEN BATANG HARI
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BATANG HART ,
bahwa untuk melaksanakan Ketentuan Pasal 68 Undang-
undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan
Daerah dan Surat Fdaran Menteri Dalam Negeri Nomor
061/ 729/5) tanggal 21 maret 2000 tentang Penataan
Perangkat Daesrah, perlu Penataan Kelembagaan
Perangkat Dnerah Kabupaten Datang Hari ;

bahwa Penataan Kelembagaan Perangkat Daerah
Kabupaten DBatang Hari berdasarkan Analisa  Kebutuhan

Organisasi dengan memperhatikan aspek personil,

perlengkapan dan pembiayaan dengan prinsip-prinsip
efisiensi, efektifitas, rtasional serta visi dan misi

vang jelas dalam rangka pelaksanaan Otonomi Daerah ;

bahwa bherdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a dan b diatas, perlu di tetapkan
Peraluran Daerah tentang Organisasi dan Tata Kerja
Perangkal Daerah Kabupaten Batang Hari .

Undang - Undang Nomor 12 Tahun 1956 ( Lembaran Negara
BT Tahun 1956 Nomor 25) tentang Pembentukan Daerah

Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi

Sumatera Tengah sebagaimana diubah dengan Undang-
undang Nomor 7 Tahun 1965 { Lembaran Negara RTI Tahun
1965 Nomer S0 ), tentang Pembentukan Daerah Tingkat
IT Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung

Jabung

2. Undang



ng ~Ncemor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok
Kepegawaian (Lembdran Negara Republik Indonesia Tahun
1971 Nomor 3% @ Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041),
sebagaimana diubah dengan Undang - undang Nomor

13 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia

-
o
o
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1999 Nomor 169; Tambahan Lembaran Negara Nomor

3890):
Undang - undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang
Femerintahan Daerah ( Lembaran Ncgara Republik

[

ndonesia Tahun 1999 Nomor 60; Tambahan Lembaran

Negara Nomor 3839);

Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan
Keuangan Antar Pcmerintah Pusat dan Daerah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72:

Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);

Feraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1995 tentang
Penyverahan Sebagaian Urusan Pemerintahan kepada 26
Daerah Tingkat II Percontohan (Lémbaran Negara
Fepublik Indonesia Tahun 1995 Nomor 18, Tambahan

Lembaran Negara Nomor 3590) ;

emellntal Nomor .25 Tahun 2000 tentang
RKewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai
Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indofesia

Tahun 2000 Neomor S4: Tambahan Lembaran Negara Nomor

~eputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang
Toeinik Penyusunan Peraturan. Perundang-undangan dan
Dentul Pancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan
Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden

{(Lembaran Nggara Republik Indonesia Tahun 1999

Eeputusan Menteri Da'am Negeri Nomor 111 Tahun
1221 tentang Susunan Orvani asi dan Tata Kerja
inspekic Wilayvah Kabu ten/hotamad\a H
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F. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 1995
g rzanisas: Dinas Daerah Pada Daerah Tingkat

Yl Yeputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jambi
mor 162 Tahun 1997 Tentang Organisasi dan Tata
Z=rja Pemerintah Kecamatan Dalam Propinsi Daerah
Tingkat T Jambi. )
E(WTO""?;U |
engan persetujuan

DEWAN PERWAKTLAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG HARI
MEMUTUSKAN

*kan o PERATURAN DAERAT TENTANG ORGANISAST DAN TATA KERJA
PERANGEKAT DAERAH KABUPATEN BATANG HART.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Nalam FPeraturan Daerah ini. vang dimaksud dengan

a. Naevah adalah Kabupaten Batang Hari.

L. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten
Batang Hari. ' ‘ '

Lepala Daerah adalah Rupati Batang Hari.

Wakil Kepala Daerah adalah Wakil Bupati Batang Hari.
“ekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten

Batang Mari.

¢ — " Feranghkat Daerah - adalah Sekretariat Daerah,

2

Sekretariat DPRD, Dinas, Lembaga ‘Teknis dalam

Habupaten Patang Harvi.
“elhretariat DPRD adalah Sekretariat DPRD Kabupaten

0

Patang Hari, v

Tinass Daerah adalah Dinas Daerah Kabupaten Batang
i

Nepala Dinas adalah Kepala Dinas Kabupaten Batang
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; ate a ¢ Hari
Necamatan adalah Kecamatan dalam Kabupaten Batang
Keluranan adalah Kelurahan dalam Kabupaten Batang
‘niit Pelaksana Teknis Dinas adalab Unsur Penunjang

sebagian Tugas Dinas Daerah Kabupaten Batang Hari yang

selanjutnva disebut UPTD.

1 vy @

Dinas Kabupaten adalah unsur pelaksana sebagian

tugas-tugas Dinas Daerah Kabupaten Batang Hari di

Wilavah Kerja Kecamatan atau beberapa Kecamatan .

Relompok Jabatan TFungsional adalah kelompok Pegawai

[

Nege1i Sipil vang diberikan hak dan wewenang secara
penuh oleh pejabal vang berwenang sesual keahliannyva
dalam rangka menunjang tugas pokok Dinas Daerah
Kabupaten DBatang Hari, :Lembaga Teknis Daerah Kabupaten
Batang Hari, Sekretariat,Daerah Kabupaten Batang Hari,
Sekretariat DPRD Kabupaten Batang Hari dan Kecamatan

Dalam Kabupaten Batang Hari.
BAB 11 \
SEKRETARIAT DALRAH
Bagian Pertama
“Kedudukan, Tugas dan Fungsi
Pasal 2

Sekretariat Daerah merupakan unsur staf Pemerintah

Daerah.
Sehretariat Daerah di Pimpin oleh Sekretaris Daerah

vang berada dibawah dan bertanggung jawab Kepada

Bupat i

Pagdl v



unvai tugas membantu Bupati dalam

coarakan tugas = tugas Umum  staf,
rensroordinasikan penyvelenggaraan tugas - tugas
Temerintahan Daerah, Dembinaan Administrasi, Organisasi

lan Tatalaksana serta Pelayanan Texnis Administratif.

Pasai 4

1l menvelenggarakan tugas "tersebut pada Pasal

& &
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Peratuiran Dacrah ini, Sekretariat Daerah mempunyvai fungsi:

4. Koordinasi Bidang Pemerintahan meliputi : Pertanahan,

- Nependudukan dan Catatan Sipil, Kesatuan Bangsa dan

Perlindungan Masyvarakat serta Satuan Polisi Pamong
. i [\ ! ’ 1 L fer {4
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Loordinasi Ridang Chonomi meliputi : Pertanian,
Feirbebupnpan. Kehutanan, Pariwisata dan Kesenian,
Industiri dan Perdagangan., Penanaman Modal, Koperasi dan
Pengusaha Kecil, Pertambangan éerta Dadan Usaha Milik
Daerali; / ,E)g"wi\,;(kwi:\)au o o oo S vias \k‘\w;ﬁm,b\fgcvhf LA
/ ) J] 1
o, Reurdinasi Bidang Kesejahteraan Rakvat meliputi
"Kesehatan, Pendidikan dan Kebudayaan, Sosial, Tenaga
Kerje, Transmigrasi, Pemuda, Olah Raga dan Peranan

Wanita serta Keluarga Berencana; /[ peacy \ﬁkbay‘ Kuoabea Ckgax
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Amwl‘lﬁdﬁi RPidang Aparatur meliputi : Pembinaan
Nrganisasi dan Tatalaksana, Kepegawaian, Pendidikan dan

Pelatihan, Penelitian dan Pengembangan serta

7
The

frngawasan. ?{}Qp\kk{,mg AL <Vk;—\'~<\ 0 ,\ /{»f.(,g«x\,/ AT Au \\) € '\,&‘-kuh. & '«‘.-&’;}

y o Aald L Ao, e on! : Voo
\?q,\ﬁ,\u‘_f,'-. Ak o o Zyta b, ) / /“{/\‘ e w W U
g Y. A

\ p

) % :

¢, hoordinasit Bidang Pembangunan meliputi : Pekerjaan
Umum, Perhubungan dan Lingkungan Hidup serta Fermukimman

dan T'engembangan Wilayah,

Bagian
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SUSUNAN ORGANISASI
SEKRETARIAT DAERAH

Pasal 5
Susunan Organisasi Sekretariat Daerah terdiri dari
Bisro-Pemerintahan @ / Adas A RSkeon
‘1. Bagian TPemerintahan Umum ;
- Sub Bagian Tata Pemerintahan Umum :

- Sub RBagian Perangkat Daerah ;

- Sub Bagian Pertanahan,

[§e]

Bagian Satuan Polisi Pamong Praja ;

- Sub Bagian Pembinaan Ketentraman dan
Ketertiban;

- Sub Dagian Pengawalan Kesamaptaan

- Sub Bagian Pengawasan . Produk hukum dan

Perizinan;

3. Bagian Kajian Hukum dan Kebijakan Daerah ;
- Sub Bagian Penvusunan Produk dan Dokumentasi
Hukum;
- Sub Bagian Bantuan dan Sengketa Hukum ;
-~ Sub Dagian Analisis Kebijakan Daerah.
4. Bagian Organisasi ;
- Sub Ragian Kelembagaan ;
- Sub Dagian Ketatalaksanaan ;
- Sub Bagian Analisis dan Formasi Jabatan ;

- 5ulb  DBagian Pendayvagunaan Aparatur Setda.

Riro Lkonomi
[. Bagian Bina Produksi ;
- Sub Dagian Lingkup'Peitﬁnian ;
- Sub Ragian Pendayvagunaan Industri ;

- Sub Bagian Investasi dan Penanaman Modal.
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— Su Bagian Objek dan Promosi Wisata ;
< Pooian Sorana An SR YR R B
- Sub bBagian Sarana dan Prasarana

jagian Lingkungan Hidup dan Pertambangan ;
- Sub Bagian AMDAL ;

- Sub Bagian Pengelolaan dan Pemulihan.

0 Kesejahteraan Rakvat ;

Bagian Peningkatan Kesejahteraan Sosial ;

- Sub  Bagian Komunitas Adat Terpencil ;

- Sub  Bagian BPimbingan Kepahlawanan
Kejuangan / Taman Makam Pahlawan ;

- Sub Dagian Bimbingan Karang Taruna.

. Dagian Pelayanan dan Rehavilitasi Sosial ;

dan

- Sub Bagian Pelavanan Rehabilitasi Penyandang

Cacat
-. Svb Bagian Rehabilitasi Anak Nakal
Narkoba;

- Sub Bagian Rehabilitasi Tuna Sosial .

Bagian Jaminan dan Bantuan Sosial ;

- Sub Bagian Bimbingan Bantuan Sosial :

- Sub Bagian Penanggulangan Koiban Bencana ;

- 5Sub Bagian Kesejahteraan Keluarga Miskin,
Lanjut Usia dan Anak Telantar.

Pagian Kesejahteraan Masyarakat dan Keluarga

= Sub Bagian Kesejahteraan Panti Asuhan :

- Sub Bagian Pembinaan Agama dan Pendidikan :

- Sub Bagian Penyuluhan dan Pembinaan Sosial.

¢ Keuangan

Bagian Anggaran ;
- Sub Bagian Anggaran Rutin ;
- Sub Bagian Anggaran Pembangunan ;

- Sub Bagian PBelanja Pegawai.

Bagian ......

dan

;



& igia embuRuan dan ernitung
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- Su agian ;\T‘lr;'gd; an rutin

agian Anggaran Pemb

- Sub Bagian Perhitungan.

3. DBagian Verifikasi ;
- Sub Bagian Anggaran Rutin ;
Sub Bagian Anggaran TFembangunan ;

- Sub Bagian Beldanja Pegawai.

4, Pagian Perbendaharaan dan Belanja Pegawail ;
1. Dag Perl dat i Bel ja Pegan :
- Sub Bagian Tata Usaha Biro ;
- Sub Pagian Anggaran Rulin ;

- Sub Bagian Anggaran FPembar nan ;
Sub Dagian Ang Pembangunan

- Sub Bagian Belanja Pegawal
Biro Hubungan Masvarakat

=

agian Informasi dan Komunikasi ;
- Sub Dagian Media DRaru dan Perfilman

~ Sub Bagian Media Ceramah dan Dialog ;

o

Sub Bagian Media Cetak dan Tradisional.

|

DRagian Perpustakaan ;

- Sub RBagian Administrasi dan Perlengkapan;:

- Sub Bagian Akuisisi dan Pengelolaan Pustaka;

- 5Sub Ragian Felavanan Pustaka Umum dan
Keliling ;

- Sub  Dagian Pembinaan Perpustakaan dan

Pengembangan Minal BRaca.

3. Bagian Hubungan Masyvarakat ;

- Sub Bagian Pengumpulan Berita

A,

Sub Bagian Dokuméentasi dan Publikasi

- Sub Dagian Pemberitaan dan Pers.

Biro Umum

. Bagian Pengolahan Data Elektronik dan Santelda;

- Sub Bagian Pelayanan Data ;

o)
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2. Bagian Pengadaan dan Perlengkapan
- Sub Bagian Pengadaan ;

- Sub Bagian Perlengkapan .

o)

. Bagian Protokol dan Rumah Tangga ;
- 3ub Bagian Protokol

-

- Sub Dagian Rumalh Tangga ;

4. Dagian Tata Usaha dan Kearsipan ;
- Sub Bagian Tata Usaha ;

- Sub Bagian Kearsipan

Tugas dan Fungsi masing - masing Biro Sekretariat
Dacrah sebagaimana dimaksud avat (1) Pasal ini. diatur

jebil lanjut dengan Kepulusan Bupati.

Bagan Strukitur Organisasi Sekretariat Daerah

sebagaimana tercantum dalam lampiran I Perdaturan

vacrah ini.

BAB 111
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN
' RAKYAT DAERAH

Bagian Pertama

Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Pasal 6
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Sekretariat DPRD adalah unsur’pembantu DPRD.
Sekretariat DPRD di Pimpin oleh Sekretaris DPRD yang
berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Pimpinan

DPED dan Teknis Administratif bertanggungjawab kepada



Pasal 7 it M Nolasaesaite

sl
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~kret at DRFED mempunyal tugasé melaksanakan segala
~zha dan hegiatan dalam tangka penvelenggaraan

sidang-sidang serta pengurusan rtumah tangga dan
Leuvangan DPRD .

Pasal 8
Untul menyelenggarakan tugas tersebut. pada Pasal

Teraluran Daertah ini Sekretariat DPFRD, mempunyai

. Hoordinasi, mengatur dan membina kerja sama.
pengintegrasian dan mengsinkronisasikan seluruh
pcnycienggaraan tugas‘Sekretariat.DeWan Perwakilan
Pakyat Daerah; g){di{ii%%kwftﬂﬁﬂi @*#%LkA prep \thij“°~\

‘ ) /

1

55

Ferencanaan,  mengolah. menelaah dan mengkootdi-

lasifhan perumusan kebijakan Pimpinan Dewan
watdlan Rakyat Dd@fahi/ﬁu}ﬂh%ﬂmhﬁum VA Gl A,

‘;vcu;e{;!:v\ C&evx« \\,W« ) 1Leiarin. (A r‘;m')ﬁ/[v bFer ¥ Py ‘»',‘*‘v{ﬂ»wrfut% -

L. Pembinaan Administrasi urusan Letatausahaan,
fo{ e (7:.;1(:1'“ T }.'c anos (1( i) ‘](‘: U”!' " 7 P' 3
pengelolaan Eevangan dan perlengalapan CWan
. . . 0 NN PL D
Perwakilan Rakyat Daeral; /?”“yxdwa‘ T Wedien ol
\,‘*4«‘&2:&/\-/\-; 18 2 PN :

Menyvelenggarakan Tersidangan dan Tembuatan Risalah

Capat-rapat vang di selenggarakan oleh Dewan

Ferwahilan Rakyvat Daevah;

v sege Lohara dan membina Ketertiban serta kKeamanan

Dagian Kedua

SUSUNAN' ORGANISASI
SEKRETARIAT DPRD

Pasal 9

ian Organisasi Sekpetariat DPRD adalah terdirni

i
(9
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(1)

{2)

Tugas

D
[

1an ke 1gan .
b Bagian Anggaran

sub Bagian Anggaran

tan Fersidangan

sulb Dagian Risalah

Rutin

Demban

ub Bagian Rapat-rapat

dan  fungsi

d. Kelompok Jabatan TFungsional,

b

gunan

masing-masing Bagian Sekretariat

DPRD sebagaimana dimaksud

lebih |

-
e

Bagan

sebagal

Daerah

Dinas

kabupat

Dinas
berada

melalul

avat

(1) Pasal ini di atur

anjul dengan Keputusan Bupati.

truktur
mana

int.

Kedudukan,

Daerah ada

en.

Daerah di

di bawah dan

Sekretaris

tercantum

Organisasi

dalam

BAD 1V

Sekretariat DPRD

lampiran II Peraturan

DINAS DAERAH

Bagian Pertama

Pasal 10

lah

pimpin

Daerah.

unsur

oleh

Tugas dan TFungsi

pelaksana Pemerintah

Kepala Dinas yang

bertanggungjawalb kepada DBupati
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Kabupaten dalam [bidang tertentun .ewgle

pAC als 7%)
Pasal 12

tuk menvelenggarakan tugas tersebut pada Pasal 11

ciaturan Daerah ini, Dinas Daerah mempunyai fungsi :

Perumusen kebijaksanaan teknis palah<anaan dam™
; R v L KXy Mg [es e hortpeduc
cpengendalian: = 4 v =

Pemberianpe 'mbinaan dai perizinan s es nalrlcnoan bidang

. A 2> A Al Lo,
(tugasnva: - ‘k! = "\{‘V“(\ - ‘4\"*\'
¥ UEdall})a, A DA (Uhon ¥

Telaksanaan tugas pokok sesuai dengan kebijakan yvang

di tetapkan oleh Kepula Daerah. ‘ . , 0. o
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CURREES Bagian Kedua

SUSUNAN ORGANISASI DINAS DAERAH
Pasal 13

Dinas Daerah terdiri dari
. Dinas Fertanian. ‘
. Dinas Kehutanan dan Perkebunan.

¢. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan

Tengga Kerja,

{a

. Dinas Kesehatan.

&5

e. Dinas Pendidikan dJdan Kebudayaan,

‘. Dinas Pertanahan.

v, Dinas Kependuduka n.T1ahsmigrasi dan Catatan Sipil.
h., Dinas Pekerjaan Umum.

i. Dinas Pendapatan Daerah.

j. Dinas LLAJS.

L. Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa.
1., Dinas Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat.
m. Dinas Tata Kota.

. Cabang Dinas Kabupaten.

g. LUPTD.

isasi masing - masing Dinas Kabupaten

2, A
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rtanian

cepala Dinas ;

\

Bagian Tata Usaha ; '/

-

- Sub Bagian Umum ; [
- Sub Bagian Kepegawaian ;

- Sub Bagian Keuangan .

Sub Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura §/

- Seksi Bina Usaha Tani i,

- Seksi Produksi Padi - padian, Palawija dan
Holtikultura ;

- Seksi Rehabilitasi Pengembangan Lahan dan

Perlindungan Tanaman.

Sub Dinas Perikanan :
- Seksi Bina Usaha Perikanan ;
- Seksi Produksi Perikanan

- Seksi Sumber Dava Lahan dan Linghungan Hiduop.

Sub Dinas Peternakan

Seksi Rina Usaha Perternakan
- Seksi Produksi DPeternakan
- Seksi Kesehatan Hewan

Cabang Dinas
r T.D g
Velampok TJabatan Fungsional

inas Kehutanan dan Perkebunan

Vepaln Dinas

Tnoian Tata Usaha

an Umum.

I
2
m

ag
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ag

Lan Keuangan
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azian Perencanaan

3. Sub Dinas .....



- Seksi Rehabilitasi dan Konservasi
- Seksi Pengelolaan Hutan Hak:
- Seksi Pengusahaan Hutan Produksi

}. sub Dinas Penyuluhan dan Sumber Daya Manusia ;
Sehsi Materi/Sarana Pembinaan Penyuluhan ;

- Sthsi Felatihan.

=, Gub Dinas Pengamanan Hutan dan Perkebunan
Seksi Pengamanan Hutan
= chsi Pengamanan Terkebunan

tuly Dinas Peugololaan FPerkebunan g

Sebhsi Preduksi Perkebunan
- Soksi Porlindungan Tanaman Perkebunan
~ S¢hsi Ferizinan Usaha Perkebunan
7. Tabang Dinas;:

o Helompok Jabatan Tungsional

Dinas  Pevindustrian, Perdagangan, Koperasi dan

Tenaga Kerja

;
1

L. Kapalu Dinas
2. Bagian Tata Usaha
- 5Suly Bagian Umuni ;
- 3ub Bagian Keuangan':

~ Sub BRagian Perencanadn

3. Sub Dinas Perindustrian ;
- Geksi Bina Usaha
- S5ehsi DBina Sarana ;

- 5e2hsi Bina Produksi .

i, suL Dinas Perdagangan

Selbsi Perdagangan Dalam Negeri

o 1

- Sehsl Perdagangan Luar Negeri ;

- Selsi Meterologi

5, Sub Dina-s
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1D N reliasi .

- Seksi Kelembagaan

(

eksi Bina Usaha Koperasi ;

- Seksi Penanaman Modal

Sub Dinas Tenaga Kerja ;

- Seksi Pembinaan, Pelatihan dan Penempatan
Tenaga Kerja ;

- Seksi Hubungan dan Satuan Kerja ;

- Seksi Pengawasan Tenaga Kerja ;

Kelompok Jabatan Fungsional ;

Dinas Kesehatan : .

L.

2

L

Kepala Dinas ;

Bagian Tata Usaha ;

- Sub Bagian Umum ;

- Sub Bagian Kepegawaian ; ¢
- Sub Bagian Perencanaan dan Informasi Kese-

hatan

Sub Dinas Pelayvanan Kesehatan :

- Seksi Rumah Sakit dan Kesehatan Khusus

- Seksi Puskesmas ;

- Seksi Kesehatan Institusi ;

- Seksi Kefarmasian

Sub Dinas Pencegahan Pemberantasan Penvakit :

- Seksi Pencegahan Penyakit dan Peran serta
Masyarakat ;

- Seksi Pengamatan Penyakit 3

- Seksi Pemberantasan Penyakit Bersumber
Binatang dan Pencegahan Penvakit Menular
Langsung.

Sub Dinas Penyehatan Lingkungan ;

- Seksi Penvehatan Tempat - tempat Umum,
Lingkungan, Makanan dan Minuman ;

- Seksi Pengawasan dan Kualitas Air ;

- Seksi Penvebarluasan Informasi .

Sub Dinas Kesehatan Kéluarga ;

- Seksi Kesehatan Ibd dan Anak ;

- Seksi Gizi ;

- Seksi Sarana dan Metode
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Kelompok Jabatan Fungsional ;

nas Pendidikan dan Kebudavaan

Kepala Dinas

Bagian Tata Usaha ;

- Sub Bagian Umum :

- Sub Bagian Kepegawaian;
- 5ub Bagian Keuangan ;

- Sub Bagian Perencanaan.

b Dinas Pendidikan Dasar ;

- Seksi Fendidikan Teknis

- Sebksi  Fendidikan Umum ;

- Seksi Pendidikan Luar Sekolah

- Seks1 Kurikulum. Agama dan Swasta

1-

Sulr Dinas Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat
Perlama/Taman Kanak-kanak dan Sekolah Menengah
Umum / Sekolah Menengah Kejuruan ;

- Seksi SLTP dan Taman Kanak-kanak

- Seksi Sekolah Menengah Umum ;

- Seksi Sekolah Menengah Kejuruan

- Seksi Kurikulum, Agama dan Swasta.

Sub Dinas FPendidikan Luar Sekolah. DPemuda. Olah
Raga dan Kebudavaan
- Seksi Pendidikan Luar Sekolah

- Sehsi Pemuda. ©Olah Raga dan Kebudavaan

Sub Dinas Tenaga Pendidikan ;

Pl

Seksl Penempatan  Mutasi Sekolah Dasar dan

Taman Kanak-ltanak
- Seksi Penempatan Mutasi SLTP Sederajal:
- Zeksi Penempatan Mutasi SLTA Zodern

“abang Dinas:

—~

- Kepala Cabang Dina-:

- Sub Bagian Tata Usaha

- i - '
- Seksi Cdukatifl.: Ketenagzaan dan ‘TGT

1 P . . . 1
Tobsi Pondiditaon Lusar o Sekolah., Pemuda, Olah
Taz4 dapn Febudavaan
, .
i : i Fungsional;

—H
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Pengaturan Penguasaan Tanah

oD

Penataan Penguasaan dan Pemilikan Tanah;

~ Seksi Pengendalian TPenguasaan dan Pemilikan
Tanah.

95

Dinas Penatagunaan Tanah;
- Seksi Data Penggunaan Tanah ;
- Seksi Rencana dan Dimbingan Penatagunaan

Tanah. .

w2

ulb Dinas Hak-hak Atas Tanah
-~ Seksi Pemberian Hak Atas Tanah ;

Seksi Pengadaan Tanah:
-~ Seksi Penvelesaian Masalah Tanah. 0

Sub Dinas Pengukuran dan Pendaftaran Tanah

~ Seksi Pengukuran Pemetaan dan Konversi;

~ Seksi Pendaftaran Hak dan Informasi;

- Seksi Peralihan Hak, Pembebanan Hak dan FPPAT.

ke lompok Jabatan Fungsional

Dinas Kependudukan, Transmigrasi dan Catatan Sipil:

L.

2

P

N

Kepala Dinas ;

Ragian Tata Usaha ;

- Sub DRagian Umum :

-~ Sub Bagian Keuangan
— Sub Dagian Perencanaan

Sub Dinas Transmigrasi

- Seksi Pemukiman

- Seksi Penempatan

- Seksi Usaha Ekonomi

- Seksi Pembinaan Sosial Budaya

Sub Dinas Keluarga Berencana Daerah
Seksi  Keluarga Jerencana dan Kesehatan
Reproduksi ;

~ Seksi Keluarga Sejahtera dan Penberdayaan
Masvarakat

Y

-

— Selsi Pembinaan Akseptor Keluarga Derencana

Sub Dinas Caltatan Sipil 3

- Seksi Pelavanan Pendaftaran Penduduk ;
- Seksi Pelayanan Pencatatan Sipil ;

- Seksi Penyuluhan

6. Kelompok

Kelompok Jabatan Fungsional ;
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2. Ragian Tata Usaha
- Sub BRagian Umum

BRagian Kepegawalan ;

Ragian Perencanaan dan Pelaporan

Sub Dinas Pengairan

- Seksi Irigasi
- Seksi Sungai, Rawa dan Pengelolaan Sumber Air;
- Seksi Operasi dan Pemeliharaan .

L. Sub Dinas Bina Marga

Pengujian ,

- Seksi Pembangunan, Peningkatan Jalan dan
Jembatan
~ Seksi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan

5. S8Sub Dinas Cipta Karva ;

- Seksi Tata Bangunan ;

- Seksi Perumahan ;

- Seksi Air Bersih dan Prasarana Lingkungan.
G. Sub  Dinas Peralatan dan Perbekalan ;

- Seksi Peralatan

- Seksi Perbekalan ;

- Seksi Femeliharaan dan Peralatan

. Kelompok Jabatan TFungsional ;

Dinas Pendapatan Daerah

iI. Kepala Dinas

2. Bagian Tata Usaha ;
- Sub Bagian Umum;
- Sub Bagian Perlengkapan ;
- Sub Bagian Kepegawailan ;

- Sub Bagian Keuangan

S5ub Dinas Pendaftaran dan Pendataan ;
- Seksi Pendaftaran ;
Geksi Pendataan Pajak dan Retribusi
- 5S5eksi Dokumentasi dan Pengolahan Data :

-~ Seksi Pendataan Sumber Lain.

1. Sub Dinas Penetapan
51 Perhitungan ;
- Seksi Ketetapan Surat Ketetapan Pajak

- Geksi Ketszstapan Surat Ketetapan Retribusi
(3 ¥ e

- 5eks1l Angsuran.,
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- Se persedia
- Sel Verifikasi
- Seksi Pelaporan

6. Sub Dinas Penagihan Penzendalian Operasional

- S5ebksi Perencanaan dan Penagihan

~

- Selksi Penagihan PPBDR

-

- Seksi Hukum dan Keberatan ;

~ Seksi Tlengendalian dan Pengeluaran Sumber
lain.

[
[}

7. Sub Dinas Tugas-tugas Pembantuan ;
- Seksi Administrasi Umum ;
- Seksi Penetapan dan Penerimaan Pajak Propinsi;
- Seksi Penagihan dan Dinas Luar ;
- Seksi Piutang Pajak Propinsi

8. Kelompoh Jabatan Tungsional

Dinas Lalu Lintas Anghkutan Jalan dan Sungai
1. Kepala Dinas
2. Bagian Tata Usaha ;

-~ Sub Bagian Umum ;

- Sub Bagian Kepegawaian;

- Sub Bagian Perencanaan .

3. 5ub Dinas Lalu Lintas |

i

Seksi Rekayvasa ;
- Sehksl Manajemen;
- Seksi Keselamatan Bermotor ;

Is

- Seksi Operasional.

4, Sub Dinas Angkutan
- Seksi Orang dan Rarang ;
- Seksi Khusus
1

- Seksi Sungai .

5. Sub Dinas Teknik Sarana dan Prasarana
Perbengkelan

- Seksi Terminal
Seksi Parkir
- Seksil Pengujian Kendaraan Dermotor

6., UPTD ;

7. Kelompok Jabatan Fungsional



L)}

0]
)
oY

ian Tata Usaha ;

(18]
)
G

|
w

ub Bagian Tata Usaha dan Rumah Tangga ;

- Sub Bagian Kepegawaian ;

- Sub Bagian Keuangan ;

- Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi .

Sub Dinas Pemerintahan Desa ;

- Seksi Pembentukan,Penghapusan dan Penggabungan
Desa/Kelurahan dan Aparatur Pemerintahan Desa
/ Kelurahan ; v

- Seksi Pendapatan dan Kekayvaan Desa/Kelurahan.

Sub Dinas Ketahanan Masvarakat dan Sosial Budayva

Masvarakat ; .

- Seksi Kelembagaan Masyarakat, Lembaga Adat .
Tradisi dan Budaya Masyarakat ; '

- Seksi Pengembangan Sumber Daya Manusia dan
Motivasi / Swadava Gotong Royong ;

- Seksi Peningkatan Pemberdavaan Perempuan, Anak
dan Remaja .

Sub Dinas Usaha FEkonomi Masvarakat ;

- Seksi Dantuan Pembangunan Desa dan Kelurahan :

-~ Seksi Pembinaan Perkreditan, Produksi dan
Pemasaran

- Seksi Pembinaan Usaha FEkonomi Keluarga dan
Masvarakat

Sub  Dinas Pendavagunaan Sumber Daya Alam dan

Teknologi Tepat Guna ;

- Seksi Pemasvarakatan dan Bantuan Teknologi
Tepal Guna ;

-~ Seksi Prasarana, Lingkungan dan Pola Tata
Desa;
- Seksi Sumber Dava Darat dan Sungai.

Relompok Jabatan Fungsional ;

Dinas Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat ;

1

L

N

Kepala Dinas ;

Ragian Tata Usaha ;

- Sub Bagian Umum.

- Sub Bagian Keuangan ;

- Sub Bagian Perencanaan ;

Sub Dinas Hubungan Antar Lembaga dan Masalah
Str516g1< 3 ) s s
- Seksi Hubungan Lembaga Legislatif ;

|
w
a



Politi isasi
~ 8 i 1 Polit Sosial
aava

1. Sub Dinas Kesatuan Bangsa

-Lsi FPembauran Bangsa
Ketahanan BRBangsa

- Seksi Demokratisasi ;

awasan Kebangsaan .

=, Sub Dipas Perlindungan Masvarakat
~ Seksl Kesjiagaan
- Seksi Penanggulangan ;
- Seksi Rehabilitasi :
- Seksi Peningkatan Suwber Daya Manu-ia Satuan

Perlindungan Masvarakat .
G, Kelompok Jabatan Fungsional ;

m. Dinas Tata RKota
I. Kepala Dinas
2. Dagian Tata Usaha ;

>

1 (r

-~ Sub Dagian Umum .

~ Gub Dagian Kepegawaian ;
- 5ub Ragian Keuangan

h Dinas  Tata Kota

i Survev, Pemetaan dan Perizinan :
- Seksi Pengawasan dan Pembongkaran Dangunan ;
- Seksi Pencegahan dan Pemadaman Kebakaran

4. Sub Dinas Kebersihan
- Seksi Kebersihan Lingkungan dan Pemukiman

- Gelbs] Hebersihan dan Ketertiban Pasar /
Terminal
- Seksi Mobilitas Peralatan Kebersihan dan
Angkutan Sampah .
5. 3ub Dinas Pertamanan ;
- Seksi Perencanaan Teknis ;
- Seksi Penyiapan Bahan TPertamanan ;
- Seksi Pemeliharaan .
G. Kelompok Jabatan Tungsional
Kedudukan, tugas dan fungsi masing - masing Dinas
Daerah, Cabang Dinas dan UPTD sebagaimana
sat (1Y Pasal ini akan diatur lebih lanjut
Keputusan Bupati1



4 Pagan Struktur Organisasi Dinas Daerah sebagaimana
5~:fﬂi,“ dalam ia;ﬁzran ITI sampai dengan _;*;_r=”
XVl Peraturan Daerah ini
BAB V
LEMBAGA TEKNIS DAERAH |
Bagian Pertama
Kedudukan, Tugas dan Fungsi
Pasal 14
{1) Lembaga Teknis Daerah N merupakan unsur'gelaksand“

N i -
Jtugas tertentur PCuust)dn  Jetwevananndy Pateg,

\

"(2) Lembaga Teknis Daerah di Pimpin oleh seorang Kepala
vang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada
Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 15 ,,th\\&;%hg‘igdiw
’ e fosan kil o

T o
. . (SRS SN S (PN 2 AN L\L\iL
Lembaga Teknis Daerah mempunyai tuga§ melaksanakan tugaw

™
(NS

tertentu sesuai dengan bidang masing-masing dalam rangka
mendukung penyelenggaraan tugas-tugas Pemerintah Daerah.

Pasal 16

Untuk menyvelenggarakan tugas tersebut pada Pasal 15
Peraturan Daerah ini, Lembaga Teknis Daerah mempurnyai

. C 0. i 1 o ,
fungsi : d«‘dﬂﬁkj/fﬁWﬂa

. VUi ( 2l > - S“"L\"“\ ', - /
B LA = . 7 . —
a. Perumusan - (kebijaksanaam  teknis rpelaksanaan dan
(pengendalians, - .
@ {%1)‘:'&»(; WAALA A~ ) o SN XCT "“ A=A Q—; b !“”\"{A ok ‘ LAANAn A "'7 i“';c"" \-.:“Aﬂav \‘{\*"
& - > /‘ e }’*’ ‘X A i } 7 i ‘

M.  Pemberian pembinaan dan perizinan sesuai dengan bidang
tugasnya;

QZ Pelaksanaan tugas pokok sesuai dengan kebijakan vang
di tetapkan oleh Kepala Daerah. '

SUSUNAN ORGANISASI LEMBAGA TEKNIS DAERAH

Bagian Kedua

Pasal 17
(1) Lembaga Teknis Daerah terdiri dari :
a. Inspektorat Daerah.

(o
(o5}
jav]
o
W
)
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asing - masing Lembaga Teknis

2. Sekretariat ;
- Sub Bagian Umum;
- 5ub RBagian Perencanaan;
- Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan.
3. Inspektur Pembantu Pemerintahan dan Sosial .
Pelitik '3
- Pemeriksa Pemerintahan Umum
Pemeriksa Pemerintahan Desa
- Pemeriksa Kesatuan Bangsa dan Perlindungan
Masyvarakat.
4. Inspektur Pembantu Kesejahteraan Sosial dan
Perekonomian _
- Pemeriksa Sektor Perekonomian, Pertanian dan
Pertanahan ;
- Pemeriksa Sektor Perkerjaan Umum dan
Pembangunan ;
- Pemeriksa Sektor Pendidikan dan Sosial
Kemasvarakatan ,
- FPemeriksa Sebtor Kesehatan, HKependudukan

\

dan Argoma

S, Inspeltur Pembantu Aparatur

Pemerikaa Pembinaan Aparatur ;
- Penmeriksa Pembinaan Administrasi Kepegawaian ;
- Pemeriksa Ketenaga Kerjaan.

6. Inspektur Pembantu Pendapatan dan Kekavaan ;

: ~ Pemeriksa Pajak Daerah;

- Pemeriksa Retribusi dan Pendapatan Lain-lain
Daerah; _.

- TPemeriksa Tengadaan Perlengakapan dan

Penghapusan Barang Daerah; !
. Kelompok Jabatan Fungsional.,
Radan Pevencanaan Pembangunan Daerah ; »
. Kepala ; '
Ve N
(Z Vakil Kepala
\ s . .
J. sekretariat )

Subb Bagian Umum;

- 3Zub Pagian Keuangan:

()]

refncangaaril.



~ eks 3 lan Penelitian
- Szksi Peragaan dan Dokumentasi ;
- Zehsi Pengumpulan Data

=, D g 1oml

“tanian

ambangan dan Energi

s1 Industri. Perdagangan dan RKoperasi

- Sebsi Pengembangan Dina Usaha

©. Bidang Sosial Dudava ;
Sehai Pendidikan, Mental dan Spritual

~ Zehksi Kesejahteraan Rakyat

can Kependudukan, dan Komunikasi.

T, Didang Tisik dan Prasarana
- Seksi Pengairan ;

Lsi Perhubungan dan Pariwisata

=

Tata Ruang dan Tela Guna Tanah ;

sumber Dava Alam Dan Lingkungan Hidup

S. Didang Penyu~unan dan Pengendalian Program ;

Sebsi Penvusunan Drogram

1 ™
A A I

~sprgawaian Daerah
2. Wakil Hepala:

2. Sehkrstariat g

gian Umum

{
©=
.
@
&

ian Keuangan ;

oo

- Sub Bagian Terencanaan

Cidang Mutasi Dan Promosi ;

- Gebsl Mutasi Kepangkatan dan Jabatan
ek Pengembangan Karier

¢ Pendidikan dan Pelatihan

¢si Pendidikan dan Latihan Struktural

- Sehsi Tendidikan Jdan Latihan Teknis/Umum

£t 3 T . T Py
B i < HREREE .
\ sy a 4+
& i )‘“ ] 1% i
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Kelompok Jabatan Fungsional.

3) Kedudukan, Tugas dan fungsi masing - masing Lembaga
teknis Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini,
diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

(4) Bagan Struktur Organisasi Masing - masing Lembaga
TeKnis Daerah sebagaimana tercantum dalam lampiran
XVIT Sampai dengan XIX Peraturan Daerah ini.

BAB bV‘_
KECAMATAN N
Bagfén Pertama
Kedudukan, Tugas dan Fungsi
Pasal 18
(i) Kecamatan merupakan;Perangkat Daerah Kabupaten.
(2) Kecamatan di Pimpin oleh seorang Camat vang

bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris
Daerah.

Pasal 19
Kecamatan mempunyai tugas menjalankan kewenangan yang di
limpahkan oleh Bupati.
Pasal 20

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada Pasal 19
Peraturan Daerah ini, Camat mempunyai fungsi

a. Memimpin pelaksanaan kebijakan Pemerintah Daerah
Kabupaten di Wilayah Kecamatan;

b. Membantu Sekretaris Daerah dalam penyiapan informasi
mengenai Wilayah Kecamatan yang dibutuhkan dalam
perumusan kebijakan bagi Kepala Daerah;

¢. Mengkoordinasikan kegiatan - kegiatan penyelenggaraan
pelayvanan lintas Kelurahan dan Desa.

-
ol

I
09
-
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SUSUNAN ORGANISASI KECAMATAN

Pasal 21

Susunan Organisasi Kecamatan terdiri dari

- Urusan Umum dan Humas ;
- Urusan Repegawaian

- Urusan Keuangan .

Seksi Pemerintahan :

- Sub Seksi Pemerintahan Umum, Desa dan Kelurahan:

- Sub Seksi Inventarisasi Kekavaan Desa dan
Kelurahan;

- Sub Seksi Sosial Politik.

Seksi Ketertiban Umum ;

- Sub Seksi Ketertiban Umum dan Polisi Pamong
Praja;

- Sub Seksi Pendapatan Daerah;

- Sub Seksi Perlindungan Masvarakat.

"Seksi Pemberdayaan Masvarakat Desa dan Kelurahan ;
- Sub Seksi Perekonomian ;

- Sub Seksi Pertanian: -
- Sub Seksi Pemberdavaan Perempuan ;
- S5ub Seksi Pembangunan

Seksi Kesejahteraan Sosial ;

- Sub Seksi Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga;

- Sub Seksi Bina Mental, Spiritual dan Kesehatan;

- Sub Seksi Kesejahteraan Keluarga, Pangan dan
Gizis; '
Sub Sek

51 Masalah Sosial.

Seksi Pelayanan Umum

- 5Sub Seksi Kependudukan

- Sub Seksi Perizinan dan Pertanahan;
sek=si Sarana dan Prasana.

- Jub

#

Kelompok Jabatan TFungsional.

an A £ oo r p
gas Tan 1251 Kecamatan
at (1) pa I ini di atur |
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isasi Kecamatan sebagaimana

~cantum dalam lampiran XX Peraturan Daerah ini.

BABR VII
KEELURAMHAN
Bagian Periamd
Kedudukan, Tugas dan Fungsi.
Pasal 22

an metrupakan Perangkat Fecamatan.

1 1
I

Pupahian di pimpin oleh Kepala Kelurahan rang

ungjawab  kepada  Camat

Pasal 23

me lak=anakan kewenangan vang di

arakan lugas tersebut pada Tasal 20

turoan Dascah ini. Luvah mempunyai fungsi

Lisipasi Masyarakat

Penvelenggaraan Pelavanan Kepada

varabat di Tinghat Relurahan o
1.

wpubunan. Netent raman dan Ketertiban

Dagian Kedua
SUSUNAN ORUCANISAST KELURAHAN
Pasal 25

Srranisasi Kelurahan terdiri dari

i i
— 4 -
Sehisiariat

rusa Ui
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Linghung - unzan
& 111 fungs urahan sehagaimana imaksud
4 ) Tasal ini atur lebih Janjut dengan
i Dupat|
Lz Strubtur Organisasi Kelurahan sebagaimana
cantum dalam Lampiran  XXI Peraturan Daerah ini.
RAD VIII
PUHNCANGEATAN DALAM JABATAN
Pasal 26
kee Daerah . di angkat oleh Rupati atas
SN S pimpinan DPRD dari TPegawal Negeri Sij
i 1l Aratl,
stizanglhatan  dan pemberhentian Pejabat vanz berada
swali Sekrestaris Daerah di lakukan oleh Bupati atas
Ll ; sl d Daerah
oeetari=s DPRD diangkat oleh Bupati dari Pegawal
ceri Sipil yang memenuhi syvarat alas persetujuan

ala Dinas. Kepala Lembaga Teknis dan Camat diangkat

ol Bupati dari Pegawal Negeri Sipil yang memenuhi

1

cehrelaris Daerah.

tan dan  pembetrhentian  Pejabat vang herada

Davwall Repala Dinas, R ta Lembaga Teknis dan Camal
Yupati o oatas usul Kepala Dinas, Kepala

dan Camat melalui Sckretaris Dacrah.

ianghat darl Pegawal cgeri Sipil yang nemenubi

rat wleh Dupati atas usul Camat melalui Schkretaris

o T b s P

yinas Adi Tingkat Kecamatan diangkat dari

awal cri Sipil vang memenuhi syaral oleh Bupati
o ousul Hepala Dinas melalui Sekretaris Dacrab.
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BAB IR S

TATA KERJA

Pasal 27

Datam  menjalankan tugas kedinasan. maka Ke

(1 cpala Unit
Berja Perangkat Daerah wajib melakuban Loordinasi,
integrasi, sinkrenisasi dan simplikasi. haik
dilingkungan Unit Kerjanya maupun -antar Unit
rerga/Instansi terkail lainnva.

20 Betiap . Pejabal wajib melaporkan tugasnza i
bitacid  kepada otasannya masing-masing seliap

noaniggaran dalam rangka evaluasi pelaksanaan

L Betliap Pegubal narvs meningkatkan profesionalisme dan
Palam wmenjalankan tugasnra =erta wajib menipeiajari,
il dan melakeanakan uraian tugas masing-masing

st o herangla acuan dalam melaksanakan tu
nAm Y
LB & S | iy .
KETUNTUAN PONUTUP
Pasal 28

! ™ . . . . § s ecm 1 oy g 8 .
B Ui ya mengalur retentuan-
! { T e lembaeanan Yy O okaty

s Lenluag elembagaan, pencangkatan
Pal s g At Leirja leranghat
Th s 3
1 i
[ FT T g Belum  diatur dalam Peraturan Dacral
; Fan Tiatur lebih tanjut dengan Keputusan Dupatli.

i - i Luran Daerah inis, maka Teraturan

FY.s B cntang Organisasi dan Tata Kerja

shat Daciah dinvatukaon tidak berlaku lagi. adalah

tlang Hat i Yomot 16 Tahun 1931 tentang
T

guiteniuRkan Susunan Qrganisasi dan
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Ba i Nomor 3 Tahun 1992 tentang Susunan
Drg dan Tata Kerja Pemerintah Kelurahan.

Feraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II
Batang Hari Nomor S Tahun 1992 tentang Susunan

Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Wilayah /

Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakvat
Dacrah Tingkat 11 Batang Hari.

Daerah Tingkat 11
Datang Hari Nomor 1.0 Tahun 1994 tentang Organisasi
Kebersihan
IT-Batang Hari.

Peraturan Daerah Kabupaten

dan Tata Kerja Dinas dan Pertamanan

Rabupaten Daerah Tingkat
Petrtaturan Daerah
Balang Haii
Tata
Kabupaten Daerah Tingkat

Kabupaten
1995
Pembangunan Masyarakat

Daerah Tjngkat 11

Nomor 2 Tahun tentang Organisasi

dan Kerja Dinas Desa

I'T Batang Hari.

Pevaturan Daerah  Kabupaten Daerah Tingkat 11
Patung Hari Nomor 3 Tahun 1995 tentang Organisasi
Dinas Perlambangan Kabupaten Daerah Tingkat T1T1
Datang Hari.

Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat i1

Tahun 1995
Kabupaten Daerah

Batang Hari Nomor 4 tentang Organisa:

V]
-

Dinas Pariwisata Tingkat 11

Jatang Hari.

‘Tingkat 11
tentang

Kabupaten Daerah
Tahun 1995

Tanaman Pangan

Peraturan Daerah

Daltang Hari Nomor 6 Organisasi

Dinas Pertanian
Tingkat 11

Kabupaten Daerah

Batang Hari.

Tingkat 11
Organisasi

Kabupaten Daerah

1995

Peraturan Daerah

Batluang Hari Nomor Tahun tentang

Dinas Koperasi dan Pengusaha Kecil Kabupaten
Dacrah Tingkat 11 Batang Hari.

Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat 11

tentang Organisasi

Batang Hari Nomor & Tahun 1995

Dinas Perikanan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang

T
tnaril.

jal = N \ ~ 15 M =N e i I 2 -
Perat Daerah upater Daerah Tingkat i
n e 7 N - OO0 <% P 5 B N s o o o 1
satang Ha r © u 7> tentang Organisasi
Di s Sos Kabupaten Daer Tingkat I1 BRa g
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p.

q.
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Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat

1 ‘Nomor 10 Tahun 1995 tentang Organisasi
Perkebunan Kabupaten Daerah Tingkat 1II

Batang Hari. '

Batang Har

Dinas

Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat 11
Batang Hari Nomor 11 Tahun 1995 tentang Organisasi
Dinas Transmigrasi dan Pemukiman Perambah Hutan
Kabupaten Daerah Tingkat II Batang Hari.

Perdturén Daerah Kabupaten Daerah Tingkat 11
Batang Hari Nomor 12 Tahun 1995 tentang Organisasi
Dinas Lalu Lintas Angkutan Jalan Kabupaten Daerah
Tingkat I Batang Hari..

Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat 11
Batang Hari Nomor 13 Tahun 1995 tentang
Organisasi Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten
Daerah Tingkat 11 Batang Hari.

Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II
Batang Hari Nomor 14 Tahun 1995 tentang Organisasi
Dinas Kesehatan Kabupaten Daerah Tingkat IT Batang
Hari.

Peraluran Daerah Kabupaten '~ Daerah Tingkat II
Batang Hari Nomor 15 Tahun 1995 tentang Organisasi
Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Daerah Tingkat 11
Batang Hari. v
\

Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II
Batang Hari Nomor 16 Tahun 1995 tentang Organisasi
Dinas Bina Marga dan Pengairan Kabupaten Daerah
Tingkat II Batang Hari.

Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat 11
Batang Hari Nomor 17 Tahun 1995 tentang Organisasi
Dinas Pendidikan Dasar dan Kebudayaan Kabupaten
Daerah Tingkat II Batang Hari. t

" Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat IT1

Batang Hari Nomor 19 Tahun 1995 tentang Organisasi
Dinas Cipta Karya Kabupaten Daerah Tingkat 11
Batang Hari. '

Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II
Batang Hari Nomor 21 Tahun 1995 tentang Organisasi
Dinas Peternakan Kabﬁpaten Daerah Tingkat 11
Batang Hari.

rry



bb.

Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat
Batang Hari Nomor 23 Tahun 1995 tentang Orzanisas:
Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupatecn
Daerah Tingkat II Batang Hari.

Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat 11
Batang Hari Nomor 27 Tahun 1995 tentang Organisasi
dan Tata Kerja. Perpustakaan Umum Kabﬂpatcn Daerah
Tingkat II Batang Hari.

Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat T1
Bétang "Hari Nomor 22 Tahun 1996 tentang
Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kanlor
Pengolahan Data Elektronik Kabupaten Daerah
Tingkat 11 Batang Hari.

Peraturan Daerah Kabupaten Dgerah Tingkat 11
Batang Hari Nomor 5 Tahun 1997 tentang Perubahan
Pertama Peraturan Daerah'Kabupaten Daerah Tingkat
I1 Batang Hari Nomor 5 Tahun 1992 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Wilayah
/Daerah Tingkat}ll dan Sekretariat DPRD Tingkat I1
Batang Hari

Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat 11
Batang Hari Nomor 6 Tahun 1997 teutang Organisasi
dan Tata Kerja Kantor Arsip Daerah HKabupaten
Daerah Tingkat II Batang Hari

Peraturan Daerah Kabupaten = Daerah Tingkat I1
Batangbﬂari Nomor 2 Tahun 1998 tentang Perubahan
Pertama Peraturan Daerah Tingkat 11 Batang Hari
Nomor 13 Tahun 1995 tentang Organisasi Dinas
Pendapatan Daerah Kabupatén Daerah Tingkat 11
Batang Hari

Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tinghkat II1
Batang Hari Nomor 3 Tahun 1998 tlentang Organisasi
dan Tata Kerja Cabang Dinas Pendidikan Dasar dan
Kebudayaan Kabupaten Daeirah Tingkat [I Balang Hari
di 12 Kecamatan '

Peraturan Daerah Kabupatlen Dacrah Tinghat 11
Batang Hari Nomor 7 Tahun 1998 tentang Organisasi
Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten

Daerah Tingkat II Batang Harli

«



dd. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat I
\ Batang Héri Nomor 2 Tahun 2000 tentang Organisasi
Dinas Kehutanan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang

Har i

ee. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat TI
Batang Hari Nomor 14 Tahun 2000 tentang
Pembentukan Organisasi Balai Informasi Penyuluhan
Pertanian Kabupaten Daerah Tingkat II Batang
Hari

Pasal 29

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal
diuncdangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya
dalam Lembaran Daerah Kabupaten Batang Hari.

Disahkan di Muara Bulian

Pada/zgggggli 9 September 2000
4 > .

Diundangkan di . Muara Bulianm

Pada tanggal 9 September 2000

o — 3

SEKRETARTS DAERAH KABUPATEN BATANG HARI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BATANG HARI TAHUN 2000 -
NOIOR 16
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LAMPIRAN 111 : PERATURAN DIAERAH
BAGAN STRUKTUR ORGANISASE KABUPATEN BATANG HAR]
DINAS PERTANIAN KABUPATEN NOMOR 16 TAHUN 2000
BATANG HARI
HELOMPOI JABATAN BAGIAN
FUNGSIOMNAL FATA LSAHA
i 1 % i
; SUBBAG SUBBAG SUBBAG
L UINTUN KEPECAWAITAN KEUANGAN
T I |
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] ] 1
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LAMPIRAN IV

PERATURAN DAERAH
KAB. BATANG HARI

NOMOR : 16 TAHUN 2000

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI KEPALA DINAS
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KABUPATEN BATANG HARI
1 i
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l l | l
SUBDIN SUBDIN SUBDIN SUBDIN
PENGELOLAAN PENYULUHAN PENGAMANAN HUTAN PENGELOLAAN
HUTAN DAN SDM DAN PERKEBUNAN PERKEBUNNAN
7 ] ] ]
SEKSI SEKSI SEKSI SEKSI
- MATERI / SARANA - PENGAMANAN - PRODUKSI
TATA HUTAN PEMBINAAN HUTAN PERKEBUNAN
PENYULUHAN _ :
SEKSI SEKSI SEKSI SEKSI
| REHABILITASI & —  PENGAMANAN | PERLINDUNGAN
KONSERVASI PELATTHAN PERKEBUNAN TANAMAN
PERKEEUNAN
SEKSI SEKSI .
|  PENGELOLAAN — PERIZINAN “ f }
HUTAN HAK _ CABANG DINAS USAHA / \\
PERKEBUNAN = {{ /g
SEKSI
PENGUSAHAAN .

HUTAN PROD.

U PTD

NG HARI

o




BAGAN STRUKTUR ORGANISASI

e LAMPIRAN V¥ PERATURAN DAERAH
DINAS PEI;;:R&(:,&%RASI DAN KEPALA DINAS KABUPATEN BATANG HARI
KABUPATEN BATANGHARI : : NOMOR : 16 TAHUN 2000
1
BAGIAN
HELOMPON JARATAN TATA USAHA
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| a
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BAGAN STRUKTUR ORGANISASI

DINAS KESEHATAN KEPALA DINAS LAMPIRAN VT gﬁi}r\}gm RIDAERAH KAB
KAB. BATANGHARI NOMOR : 16  TAHUN 2000
|
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M. SAMAN CHATIB.




BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PENDIDIKAN DAN
KEBUDAYAAN

LAMPIRAN VIT PERATURAN DAERAH

KABUPATEN BATANG HARI

| KEPALADINAS

i NOMOR 16  TAHUN 2000
KABUPATEN BATANG HARI
1
: BAGIAN
KELOMPOX JABATAMN
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i
! | | 1
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BAGAN STRUKTUR ORGANISASI

) LAMPIRAN VIIT PERATURAN  DAERAH K AR
CABANG DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BATANG HARI
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KEPALA DINAS

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI LAMPIRAN IX PERATURAN DAERAH
DINAS PERTANAHAN KABUPATEN BATANG HARI
KABUPATEN BATANGHARI NOMOR : 16 TAHUN 2000
|
HELOWPOR JARATAN BAGIAN
FUNSSIONAL TATA USAHA
1
[ 1
SUBBAG SUBBAG
UMUM KEUANGAN
[ ] I 1
SUBDIN SUBDIN SUBDIN SUBDIN
PENGATURAN PENATAGUNAAN PENGUKURAN DAN
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B R ] -
SEKSI SEKSI i SEKSI
PEMBERIAN HAK PENGUKURAN
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FAWNNY 2
© M. SAMAN CHATIB. iall




STRUKTUR ORGANISASI DINAS i LAMPIRAN X © PERATURAN DAERAH
KEPENDUDUKAN, TRANSMIGRAS! | ‘ KABUPATEN  BATANG HARI
DAN CATATAN SIPIL KEPALA DINAS NOMOR : |6 TAHUN 2000
KABUPATEN BATANG HARI
]
l BAGIAN
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SUBBAG SUBBAG SUBBAG
uMUM KEUANGAN PERENCANAAN
I . et ——s— ]
SUBDIN | SUBDIN SUBDIN
TRANSMIGRASI KELUARGA CATATAN SIPIL
BERENCANA DAERAH
T
,,,,, _ - }
SEKST SEKSI
PEMUKIMAN SEKSI
KB DAN KESEHATAN
R T RFPRODUKSI ‘ ‘ nglﬁm
SEKSI PENDUDUK
SEKSI P
PENEMPATAN
KEL. SEJAHTERA &
R PEMBERDAYAAN | PELAYANAN
~ SEKSI MASYARAKAT /I’ PENCATATAN
USAHA P S
EKONOMI I ——
- PEMBINAAN || =
SEKSI AKSEPTOR KB. \ ‘ PENYULUHAN
BINSOSBUD o




3AN STRUKTUR ORGANISASI
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{ABUPATEN BATANG HARI
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M. SAMAN CHATIB.
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STRUKTUR ORGANISASI LAMPIRAN XIV = PERATURAN DAERAH KAB
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NOMOR 16 TAHUN 2000
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